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Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Jember.

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Noomr 15 Tahun 2019 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);




. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor S5887), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentdng
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor-199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nerfior
tentang Pembentukan Produk Hdkum Da
telah diubah dengan Peratdrs of

120 Tahun 2018; ” | 1} ' ﬁ \

Peraturan ;Daﬁmméeriimo lsgéu
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Pemerintah

i Nomor S Tahun 2017
r Perangkat daerah Provinsi dan
Yang  Melaksanakan Fungsi

g Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat
Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JEMBER.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1.
-
3.

Daerah adalah Kabupaten Jember.

Bupati adalah Bupati Jember.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Jember.




10.

(2)

(3)

Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol
PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember.
Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Jember.

Sekretaris adalah Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Jember.

Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Jember.

Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember.

Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Jember.

Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya dlsmgka

DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

Satpol PP merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan

bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan

masyarakat pada sub urusan ketentraman dan ketertiban

umum dan sub urusan kebakaran.

Satpol PP dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di

bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah.

Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai

tugas :

a. Menegakkan Perda dan Perbup;

b. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat;

c. Menyelenggarakan pelindungan masyarakat; dan

d. Menyelenggarakan upaya pencegahan dan penanggulangan
kebakaran.
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Satpol PP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan penyusunan program penegakan Perda dan
Perbup, penyelenggaraan  ketertiban umum  dan
ketentraman masyarakat, penyelenggaraan perlindungan
masyarakat, serta penyelenggaraan upaya pencegahan dan
penanggulangan kebakaran;

b. Pelaksanaan penyusunan kebijakan penegakan Perda dan
Perbup, penyelenggaraan  ketertiban umum  dan
ketentraman masyarakat, penyelenggaraan perlindungan
masyarakat, serta penyelenggaraan upaya pencegahan dan

penanggulangan kebakaran;
c. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perbup,
penyelenggaraan ketertiban umum dan keténtraman

masyarakat, penyelenggaraan perlindungan masyarakat,
serta penyelenggaraan upa cACEE
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an penertiban nonyustisial terhadap
, aparatur, atau badan hukum yang
kan pelanggaran atas Perda dan/atau Perbup;
enindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum
yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat;
. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga
masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga
melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perbup;
d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga
masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan
pelanggaran atas Perda dan/atau Perbup.

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 3

(1) Susunan organisasi Satpol PP terdiri dari :

a. Kepala Satuan

b. Sekretariat terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan

c. Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah terdiri dari :
1. Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan Produk

Hukum Daerah; dan



f.
g

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.

(3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di baw

bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.

2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
terdiri dari :

i

Seksi Operasional dan Pengendalian; dan

2. Seksi Bina Mitra.
Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari :

1s

Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat; dan

2. Seksi Bina Potensi Masyarakat dan Poskamling.
UPTD; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

yang berada di

i bawah dan

inasikan dan mengendalikan kegiatan adrmnlstra31
kepegawalan perlengkapan dan "aset, penyusunan

program dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1),
Sekretariat, mempunyai fungsi:

a.

Pelaksanaan penghimpunan bahan pelaksanaan program
kerja dari bidang-bidang guna penyusunan laporan
tahunan;

Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan program dan
penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan program
kegiatan;

Pelaksanaan penghimpunan dan  pengkoordinasian
penyusunan data informasi, evaluasi dan pelaporan
penyelenggaraan kegiatan;

Pelaksanaan penyelenggaraan analisa kebutuhan barang,
analisa kebutuhan pemeliharaan barang;

Pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan barang
inventaris, inventarisir barang, pengamanan serta
pemanfaatan barang yang dikuasai oleh Satuan Polisi
Pamong Praja;




g. pelaksanaan urusan administrasi umum dan
Kepegawaian, penatausahaan keuangan dan barang,
penyelenggaraan urusan rumah tangga, perjalanan dinas;

h. pelaksanaan pengumpulan bahan dan pelaksanaan
peningkatan kinerja organisasi Satuan Polisi Pamong

Praja;

i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan
tatalaksana

j.- pengelolaan kearsipan;

k. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas

pelaksanaan tugas.

Paragraf 1
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Pasal 5
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elaksanaan penyiapan penyelenggaraan rapat- rapat,

perjalanan dinas, penerimaan tamu-tamu, keamanan dan

kebersihan lingkungan kantor serta pelayanan
kerumahtanggaan lainnya

pelaksanaan penyiapan bahan telaahan dan pelayanan

informasi;

e. pelaksanaan penyiapan dan pengkoordinasian penyusunan
analisis jabatan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;

f. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan barang dan
kebutuhan pemeliharaan barang;

g. pelaksanaan pelayanan administrasi dan pelaksanaan
pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian
peralatan/perlengkapan kantor ;

h. pelaksanaan penatausahaan, pengamanan dan perlindungan
aset/barang milik daerah; dan

i. pelaksanaan pengusulan seluruh rencana kebutuhan
kepegawaian dan penyelenggaraan tata usaha kepegawaian
lainnya;

j- penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas.

,,,,,,,,




Paragraf 2

Sub Bagian Perencanaan Pelaporan dan Keuangan

Pasal 6

(1) Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan mempunyai
tugas mengkoordinasikan pengelolaan data, penyiapan bahan
dan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan,
mengkoordinasikan pengelolaan anggaran, pengadministrasian
dan pelaporan keuangan serta melaksanakan tugas lain yang
diberikan oleh Sekretaris.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

()

(1), Sub Bagian Perencanaan Pelaporan dan Keuangar
mempunyai fungsi: :
a.

e

pordinasian
perencanaan

Pelaksanaan pengumpulan bahan dan peng
penyusunan perencanaan strategis

Pelaksanaan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan
pengendalian pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
Pelaksanaan penyiapan bahan dan pengkoordinasian
penyusunan rencana anggaran dan rencana perubahan
anggaran;

pelaksanaan pengelolaan anggaran belanja langsung,
belanja tidak langsung, penerimaan retribusi yang menjadi
kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja;

pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan input data pada
system informasi keuangan daerah;

pelaksanaan pengkoordinasian penatausahaan keuangan;
pelaksanaan verifikasi harian atas pertanggungjawaban
keuangan;

pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan
pembayaran;

pelaksanaan penyiapan bahan dan pengkoordinasian
rekonsilisasi data keuangan secara periodik dengan BPKAD;
pelaksanaan penyiapan bahan monitoring realisasi
penerimaan dan pengeluaran;

pelaksanaan pengumpulan bahan, mengkoordinasikan dan
menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan;




p. pelaksanaan pengkoordinasian dan penyusunan laporan
keuangan; dan
gq. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan

tugas.
Bagian Kedua
Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah
Pasal 7

(1) Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah mempunyai tugas :
a. memimpin, mengoordinasikan dan mengevaluasi
pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap Warga :

pelanggaran produk hukum daerah;
b. memimpin, mengoordinasikan

pelaksanaan pembinaan, pengawae

mengevaluasi
penyuluhan

oleh Kepala

ukum daerah;

c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bidang
penegakan produk hukum daerah;

d. pelaksanaan fasilitasi penegakan produk hukum daerah
dengan Kecamatan;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang
penegakan produk hukum daerah; dan

f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Satuan.

Paragraf 1
Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
Produk Hukum Daerah
Pasal 8

(1) Seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan Produk Hukum

Daerah mempunyai tugas melaksanakan pembinaan,

pengawasan dan penyuluhan Produk Hukum Daerah,

i ketentraman dan ketertiban umum serta pusat informasi dan
= tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.




(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan Produk
Hukum Daerah mempunyai fungsi meliputi :

a. Pelaksanaan penyusunan pedoman dan petunjuk
pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban;

b. Pelaksanaan penyusunan pedoman petunjuk pelaksanaan
pembinaan penegakan Produk Hukum Daerah;

c. Pelaksanaan penyusunan program pengawasan dalam
rangka penciptaan ketentraman dan ketertiban umum dan
penegakan Produk Hukum Daerah;

d. pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan penciptaan

ketentraman dan ketertiban umum;

mempunyai tugas

seksi penyelidikan dan penyidikan mempunyai fungsi

meliputi:

a. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap
pelanggaran penyelenggaraan peraturan daerah;

b. Pelaksanaan tata administrasi penuntutan terhadap
pelanggaran Peraturan Daerah yang dilakukan oleh
masyarakat, aparatur, atau badan hukum;

c. Pelaksanaan kerja sama dengan satuan kerja lain dalam
penegakan hokum pidana maupun administrasi;

d. Pelaksanaan penindakan, penyegelan dan pembongkaran;

e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dan koordinasi Penyidik
Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintah Kabupaten
Jember;

f. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas.

Bagian Ketiga
Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
Pasal 10

(1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
mempunyai tugas melaksanakan pembinaan di bidang
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ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta tugas lain

yang diberikan oleh Kepala Satuan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan operasi dan pengendalian dalam
menegakkan/menciptakan ketentraman dan ketertiban
umum dengan melakukan patroli rutin;

b. Pelaksanaan penertiban terhadap pelanggaran Kketertiban
umum dan ketentraman masyarakat;

c. Pelaksanaan Persiapan, pengumpulan, mensistematisasikan
dan penganalisaan laporan peristiwa kejadian;

d. Pelaksanaan Penyusunan serta pelaksanaan
kerjasama dengan satuan kerja lain dal
ketentraman dan ketertiban umum,

Pemerintah Daerah;

enciptaan

at, aset-aset Pemerintah dan tugas lain yang diberikan

oleh Kepala Bidang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai fungsi

meliputi:

a. Pelaksanaan penyusunan program penciptaan ketentraman
dan ketertiban umum;

b. Pelaksanaan dan pengkoordinasian tugas pengamanan aset
dan fasilitas umum milik daerah;

c. Pelaksanaan pengaturan sumber daya manusia dalam
penciptaan ketentraman dan ketertiban umum, serta
pengamanan aset daerah;

d. Pelaksanaan operasi dalam menciptakan ketentraman dan
ketertiban umum dengan melakukan patroli rutin;

e. Pelaksanaan pembuatan jadual patroli dan pengamanan
pejabat maupun aset daerah; dan

f. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas.
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Paragraf 2
Seksi Bina Mitra
Pasal 12

(1) Seksi Bina Mitra mempunyai tugas melaksanakan koordinasi
dan kerjasama dengan aparat Kepolisian Negara Republik
Indonesia atau lembaga lainnya serta tugas lain yang diberikan
oleh Kepala Bidang.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Seksi Bina Mitra mempunyai fungsi meliputi :

a. Pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan program
kerjasama, wupacara, penciptaan ketentraman
ketertiban umum, pengamanan aset Pemerin

penegakan produk hukum daerah;

. Pelaksanaan pemantauan dan deteksi dirfi terhadap potensi
terhadap
terhada

tata upacara dan

lingkungan pemerintah

Bagian Keempat
Bidang Perlindungan Masyarakat
Pasal 13

Bidang  perlindungan  Masyarakat mempunyai tugas
melaksanakan koordinasi, rehabilitasi dan melaporkan kegiatan
perlindungan masyarakat dengan instansi serta pembinaan
masyarakat serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), bidang perlindungan masyarakat mempunyai fungsi

meliputi :

a. Pelaksanaan perumusan perencanaan kebijakan pembinaan
teknis serta strategis pembangunan di bidang perlindungan
masyarakat sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh
Bupati;

b. Pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian kegiatan
di bidang perlindungan masyarakat;

c. Pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait atau
lembaga lain untuk memperlancar kegiatan pelaksanaan
tugas dalam upaya peningkatan sumber daya manusia
perlindungan masyarakat;
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d. Pelaksanaan pemberian petunjuk teknis dibidang
perlindungan masyarakat dan peningkatan ketahanan
nasional, bagi masyarakat dengan upaya kesadaran bela
negara; dan

e. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan

tugas.
Paragraf 1
Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat
Pasal 14

(1) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas
melaksanakan, merumuskan, melaksanakan dan mengevalugsi

diberikan oleh Kepala Bidang.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana

pembinaan satuan

Paragraf 2
Seksi Bina Potensi Masyarakat dan Poskamling
Pasal 15

(1) Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan
bahan pembinaan dan petunjuk teknis serta pemanfaatan
potensi masyarakat dan poskamling serta tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Seksi Bina Potensi Masyarakat dan Poskamling mempunyai
fungsi meliputi :

a. Pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan dan
pemberdayaan masyarakat agar tercipta kondisi yang
tentram dan tertib;

b. Pelaksanaan pendataan, penganalisaan dan identifikasi
kebutuhan di lingkup bina potensi masyarakat dan
poskamling;

c. Pelaksanaan pengusulan dan penyediaan kebutuhan bidang
pembinaan dan pemberdayaan masyarakat agar tercipta
kondisi yang tentram dan tertib;

d. Pelaporan hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian
di seksi bina potensi masyarakat dan poskamling; dan




(1)

(3)
(4)

(2)

(3)

(4)

<%

e. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas.

BAB 1V
UPTD
Pasal 16

UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional Satpol
PP,

UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.

UPTD merupakan Klasifikasi B.

Jumlah, nomenklatur, Susunan Organisasi dan uraian tugas
dan fungsi UPTD diatur dengan peraturan Bupati.

BABV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIO

fungsional ditetapkan oleh
utuhan dan beban kerja, sesuai

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Satuan
Polisi Pamong Praja, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub
Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik
dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan
organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain
di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi
masing-masing.

Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi
bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan
agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggungjawab
memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan
memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas
bawahannya.

Setiap pemimpin sebuah organisasi wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya
masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat
waktu.




Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tid
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENT

B~

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi
dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan
untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan
lebih lanjut dan untuk memberikan lebih lanjut dan untuk
memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan,
tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan
organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan
kerja.

Pasal 19

BAB VII

ari Pegawai Negeri
Kepada Satuan malalui

BAB VIII
ESELON JABATAN

Pasal 21
Kepala Satuan merupakan merupakan Jabatan Eselon II b atau
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
Sekretaris merupakan Jabatan Eselon III a atau Jabatan
Administrator.
Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon III b atau Jabatan
Administrator.
Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD merupakan
Jabatan Eselon IV a atau Jabatan Pengawas.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan
Bupati Jember Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun
2016 Nomor 49), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal & Maret 2021

NIP. 19630215 199202 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2021 NOMOR &7
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